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MOTO 

 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 

Jangan takut gagal, tapi takutlah ketika tidak pernah mencoba. (Roy T. Bennett) 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa 

semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana 

ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang: 

 

Ayahanda dan Ibunda tercinta, 

Segala bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis 

persembahkan kepada orang tua, Ayah H. Solihin dan Ibu Hj. Siti Noor Jamilah, 

yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis tanpa kenal kata 

lelah sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh serta bermanfaat bagi 

agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata yang telah kalian 

curahkan tidak akan pernah bisa penulis balas, semoga doa yang kalian harapkan 

dan panjatkan dapat terwujud. Jika karya ini menjadi amal kebajikan, semoga 

pahalanya dapat diberikan kepada orang tua penulis. Semoga kelulusan ini 

menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho 

kalian sangat penulis harapkan dengan penuh keyakinan. Semoga ayah dan ibu 

selalu mendapatkan perlindungan-Nya. 

 

Dosen Pembimbing Skripsi 

Terima kasih kepada Bapak Deden Koswara, S.H., M.H., atas bimbingan dan 

nasihat yang telah diberikan selama ini yang telah memandu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Beliau membimbing dengan penuh ketulusan dan 

ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai, beliau juga sosok yang banyak 

memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri untuk 

melanjutkan setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini. 
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Farid Rachman. Mei 2025. IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
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halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H. 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di 

Indonesia sendiri bentuk aktualisasi dari sistem demokrasi ini adalah adanya 

pemilihan umum (pemilu), dan untuk daerah sendiri biasa dikenal dengan 

pemilihan kepala daerah (pilkada), beberapa waktu lalu sempat heboh masuknya 

satu gugatan ke Mahkamah Agung yang meminta agar dilakukan peninjauan 

hukum atau judicial review terhadap salah satu pasal di dalam Peraturan KPU 

Nomor 9 Tahun 2020 yang membahas tentang syarat usia calon kepala daerah yang 

kita ketahui dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang 

mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengubah ketentuan mengenai 

batas usia calon kepala daerah yang awalnya berusia 30 tahun untuk calon gubernur 

dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon 

walikota dan wakil walikota terhitung sejak “penetapan pasangan calon” menjadi 

terhitung sejak “pelantikan pasangan calon” yang mana hal ini menimbulkan 

banyak kontroversi dan pertanyaan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum 

mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan hal tersebut sehingga putusan ini 

diterima dan dikeluarkan. Kemudian seperti halnya yang disampaikan oleh pakar 

hukum tata negara Refly Harun, beliau berpendapat jika usia calon kepala daerah 

ditentukan pada saat pelantikan kepala daerah maka tidak ada kepastian hukum di 

dalamnya. Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah 

pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 

sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengetahui apakah putusan Mahkamah 

Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penetapan 

usia calon kepala daerah. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan 

memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa baha 

bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 

P/HUM/2024 ini dari segi kepastian hukumnya tidak jelas karena mahkamah 

keliru dalam memknai usia calon sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara 

pertimbangan mahkamah ini dengan undang-undang terkait, yang padahal 

kepastian hukum itu sangat penting agar memberikan kejelasan untuk berbagai 

pihak, sehingga dapat terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang baik. 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini menimbulkan 

kekeliruan dalam memaknai pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 karena pasal tersebut berisi syarat usia calon kepala daerah jika 

Mahkamah Agung memaknai pasal tersebut sejak pelantikan hal ini tentunya 

bertentangan dengan undang-undang tersebut karena jika pelantikan dia bukan 



 

x 

seorang “calon” lagi melainkan seorang yang “terpilih” kemudian jika dihitung 

sejak pelantikan akan menimbulkan ketidakpastian nantinya pada saat penentuan 

tanggal pelantikan apabila pasangan terpilih tersebut tidak memenuhi syarat 

usianya pada saat tanggal pelantikan ditetapkan. 
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah 

pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 

sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengetahui apakah putusan Mahkamah 

Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penetapan 

usia calon kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe 

penelitian asas hukum yang membahas mengenai asas hukum yang akan dikaitkan 

dengan suau peraturan perundang-undangan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim 

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 ini dari segi kepastian 

hukumnya tidak jelas karena mahkamah keliru dalam memknai usia calon sehingga 

menimbulkan ketidakjelasan antara pertimbangan mahkamah ini dengan undang-

undang terkait, yang padahal kepastian hukum itu sangat penting agar memberikan 

kejelasan untuk berbagai pihak, sehingga dapat terselenggaranya pemilihan kepala 

daerah yang baik. Kedua, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini 

menimbulkan kekeliruan dalam memaknai pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 karena pasal tersebut berisi syarat usia calon kepala daerah 

jika Mahkamah Agung memaknai pasal tersebut sejak pelantikan hal ini tentunya 

bertentangan dengan undang-undang tersebut karena jika pelantikan dia bukan 

seorang “calon” lagi melainkan seorang yang “terpilih” kemudian jika dihitung 

sejak pelantikan akan menimbulkan ketidakpastian nantinya pada saat penentuan 

tanggal pelantikan apabila pasangan terpilih tersebut tidak memenuhi syarat 

usianya pada saat tanggal pelantikan ditetapkan. 

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Pemilihan Kepala Daerah, Kepastian 

Hukum 
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